SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 41j.12.01/Kep.04-BKAD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, VERIFIKATUR DAN PETUGAS
AKUNTANSI PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI SUBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Jo. ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka untuk tertibnya administrasi perlu
menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan pada
Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah Kabupaten Subang untuk Tahun
Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Subang tentang Penunjukan Pejabat
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara  Pengeluaran Pembantu, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Verifikatur dan Petugas Akuntansi Pada Perangkat
Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);



Menetapkan
KESATU

O.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Nomor 11);

Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor
102);

Peraturan Bupati Subang Nomor 400 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor
400);

MEMUTUSKAN

Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam
kolom 4 (empat), sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil
sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerimaan Pembantu, Verifikatur dan
Petugas Akuntansi pada Perangkat Daerah Kabupaten
Subang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA

Tugas Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini
adalah sebagai berikut :

A. Pengguna Anggaran

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Pengguna Anggaran mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun Rencana Kerja Anggaran-Satuan
Kerja Perangkat Daerah,;

menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran-
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan;

. melaksanakan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

. menandatangani Surat Perintah Membayar;

mengelola utang dan piutang daerah yang
menjadi tanggung jawab Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dan Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas
lainnya, meliputi :

a.

b.

menyusun anggaran kas Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

melaksanakan pemungutan lain-lain
pendapatan asli daerah;

































